
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1796, 2020 BMKG. Road Map Reformasi Birokrasi. Tahun 

2015-2019. Pencabutan.  

 

PERATURAN 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, 

DAN GEOFISIKA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  

2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang : a.    bahwa pengaturan mengenai road map reformasi 

birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

hukum dan organisasi, sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa Kepala Badan perlu menetapkan pengaturan 

internal mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2020-2024 dalam 

Peraturan Kepala Badan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, 
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Klimatologi, dan Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5058); 

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 

4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1371); 

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1372); 

6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA 2015-2019. 
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Pasal 1 

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 21 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Desember 2020 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

DWIKORITA KARNAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 




